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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi telah menjadi tindak pidana yang luar biasa karena
telah terjadi di segala lapisan masyarakat, schingga sangat sulit untuk dicegah dan
diberantas. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu negara terkorup di dunia. Oleh
karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, [ndang-
undang ini memiliki banyak kelebihan yang sangat efektl dalam upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu kelebihanya adalah
dengan diaturnya pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan tindak
pidana korupsi. Permasalahan dalam tulisan ini adalah, bagaimanakah pelaksanaan
pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi, serta apakah
peranan pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi.
Penelitian  menggunakan  pendekatan  vuridis  sosiologis.  Hasil - penelitian
memperlihatkan bahwa, pembalikan beban pembuktian belum dilaksanakan dalam
proses peradilan tindak pidana korupsi. Sedangkan yang menjadi pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan pidana antara lain, kesimpulan vang didasarkan
kevakinan hakim atas pemeriksaan alat-alt bukti yang sah. serta keberhasilan
penuntut - umum  membuktikan  unsur-unsur  dalam  pasal  yang didakwakan.
Pembalikan beban pembuktian memiliki beberapa peranan bagl hakim  dalam
menjatuhkan putusan pidana pada peradilan tindak pidana korupsi, yaknt berperan
dalam memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak p''ana
korupsi, dimana sebelumnya hakim juga telah memperoleh  keyakinan  dan
pemeriksaan alat-alat bukti yvang sah. Pembalikan beban pembuktian juga berporan
dalam menentukan jumlah pidana denda. lamanya pidana penjara, serla berperan
dalam penentuan pidana tambahan berupa perampasan harta benda, yang akan
dijatubkan kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu penulis
menyarankan agar hakim dapat melaksanakan aturan undang-undang mengenai
pembalikan beban pembuktian, sehingga berpengaruh dan memberikan peranan bagi
hakim untuk dapat lebih bijaksana dalam menjatuhkan putusan pidana kepada
terdakwa kasus tindak pidana korupsi.




BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana Korupsi sampai saal ini masih merupakan salah satu
permasalahan  utama dalam  penegakan hukum  yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia. Tingkat terjadinva tindak pidana Korupsi di Indonesia setiap tahun
terus meningkat dengan sangat cepat, dan sudah sampai pada tingkal yang sangat
memprihatinkan. Walaupun demikian, pemerintah tetap terus melakukan upaya
pemberantasan  dan  pencegahaan  tindak  korupsi. melalni lembaga-lembaga
pemerintah dan lembaga penegakan hukum yang ada.

Namun masyarakat merasa, upaya pemerintah tersebut masih belum efektif
dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi di negeri im. Korupsi tetap
banyak terjadi di Indonesia, bahkan tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi
dikalangan pejabat negara. atau pegawai negeri sipil saja. akan tetapi telah terjadi
di segala lapisan masvarakal, schingea tindak pidana korupsi disebut-sebut
sebagar “extra ordinary crime™ atau dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan
vang luar biasa.

Hasil survey dan penelitan yang dilakukan oleh perusahaan konsultan vang
bermarkas di Hongkong Political and Econemic Risk Consudtancy (PERC) pada

bulan Maret 2010, mengumumkan Indonesia merupakan salah satu negara
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teckorup  di Asia®. sementara hasil survey dari Transparansi Internasional
Indonesia (TII) menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada
MNovember 2009 menempati peringkat 111 dari 180 negara dengan skor 2.8
terpaut jauh dengan Negara peringkat pertama Selandia Baru, dengan skor 9.4°.
Suatu kenvataan vang menyakiti perasaan keadilan dalam masvarakat. sehingga
memerlukan upaya progresit dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. serta
harus tetap menjadikan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai fokus utama
bagi pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia.

Keinginan masvarakat akan adanya suatu pembaharuan. inovasi. serta upava
vang lebih progresif dalam upaya pencegahaan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi, sebenarnya telah ada sejak masa reformasi di Indonesia pada tahun 1998,
Hal imi didorong kenyataan bahwa tindak pidana korupsi pada masa orde baru
tumhuh dengan subur. Upaya progresif yang lebih berarti dan diangegap sebuah
kemajuan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diwujudkan oleh
pemerintah  dengan  mengeluarkan  aturan  perundang-undangan  vang  baru
mengenai pembarantasan korupsi. serta pembentukan lembaga baru yang bertugas
untuk memberantas korupsi, vang bernama Komisi Pemberantasan  Korupsi
(KPK). yang memiliki kewenangan yang besar dalam menjalankan tugas dan

lungsinva memberantas korupsi di Indonesia.

* www.metratvnews com didownload pada tanggal 11 Mei 2010, pukul 15.00 WIB
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

)

Aturan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam beberapa
pasal telah mengatur bahwa pembalikan beban  pembuktian  dapat
dilaksanakan pada peradilan tindak pidana korupsi. Namun Pengadilan Negeri
Kelas | A Padang tidak melaksanakan pembalikan beban pembuktian dalam
proses peradilan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan beberapa alasan.
yakni aturan perundang-undangan tidak secara tegas mewajibkan untuk
cli!aksan;’ikanya pembalikan beban pembuktian pada sidang peradilan tindak
pidana korupsi, serta belum mengatur secara jelas prosedur pelaksanaan
pembalikan beban pembuktian tersebut. Selain itu, hakim di pengadilan
tersebut merasa pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum masih
cukup cfektif untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

Pembalikan beban pembuktian memliki beberapa peranan pada peradilan
tindak pidana korupsi, diantaranya adalah berperan menambah keyakinan
hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, karena dari hasil
pembalikan beban pembuktian terdakwa tidak mampu membuktikan dirinya
tidak melakukan tindak pidana korupsi, dimana sebelumnya hakim juga telah
memperoleh keyakinan dari alat-alat bukti vang ada. Pembalikan beban

pembuktian juga berperan dalam menentukan jumlah pidana denda terhadap
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